BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1.

Pemberlakuan nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perkara Norris Tirayoh
seharusnya tidak dapat diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam
tuntutannya dengan dasar tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan Norris
Tirayoh pada unsur “mengakibatkan kerugian bagi orang lain” dengan
landasan unsur nilai kerugian bertolak belakang dengan isi dari ganti kerugian
pada Pasal 98 KUHAP karena tuntutan akibat kerugian reputasi tidak sesuai
dengan ganti rugi dalam hukum pidana dan bertolak belakang dengan isi dari
Surat Keputusan Bersama (SKB) pedoman implementasi Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik karena yang dimaksud kerugian menurut
SKB pedoman implementasi Undang-Undang ITE vyaitu kerugian berupa
materiil dan bukan non-materil.

Nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun
2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Surat Keputusan Bersama
Pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
tidak dapat ditentukan nilai kerugian tersebut karena tidak ada unsur
perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang termasuk dalam
kategori tindak pidana ringan pada PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda

dalam KUHP vyaitu pada Pasal 364 , 373, 379, 384, 407 dan 482 salah satunya
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pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan adalah perbuatan yang dapat
dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana ringan, sedangkan pencemaran
nama baik dalam media sosial termasuk dalam tindak pidana khusus.

Surat Keputusan Bersama menafsirkan Pasal 36 Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa nilai kerugian materiil merujuk
pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Terdapat ketidaksesuaian antara Surat Keputusan Bersama dengan PERMA
karena dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda
dalam KUHP tidak ada ketentuan yang mengatur perbuatan penghinaan atau
pencemaran nama baik dalam Pasal 36 bahwa setiap orang dengan sengaja
dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan
kerugian bagi orang lain. Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk pada Tindak Pidana Khusus
sehingga tidak ada pasal yang termasuk dalam kategori perbuatan tindak

pidana ringan.

Saran
Penerapan dalam setiap aturan Undang-Undang oleh penegak hukum
harus lebih cermat dalam menerapkan suatu Pasal dengan pedoman atau

aturan yang lebih baru untuk menentukan suatu perbuatan dapat terpenuhi
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unsur-unsurnya terhadap Pasal yang diterapkannya, selain harus memperoleh
kepastian hukum yang dijamin dalam asas legalitas hukum pidana, kepastian
hukum juga harus menjamin atas nilai kerugian dalam Pasal 36 Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat multitafsir dalam
beberapa penerapannya. Salah satu penerapan nilai kerugian tersebut
mencakup pada perkara pencemaran nama baik dalam media sosial yang
sering dijadikan perkara subjektif karena berdasarkan pada perasaan
seseorang. Program Legislatif Nasional wajib mengkaji ulang setiap Pasal
dalam Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada
perubahan selanjutnya, terutama pada pengertian nilai kerugian dalam setiap
perbuatannya. tidak disatukan akibat kerugian pada Pasal 27 hingga Pasal 34,
namun harus lebih rinci perbuatannya dengan akibat nilai kerugiannya.
Menentukan nilai akibat kerugian pada Pasal 36 Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pencemaran nama baik melalui
media sosial harus berupa akibat kerugian materiil, namun perlu ada
penyesuaian batasan tindak pidana atau hukum acaranya untuk memperjelas
proses pembuktiannya dengan menghitung dan menentukan jumlah kerugian

yang sebab perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian.
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